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ABSTRAK

Di Indonesia, masalah asal usul (nasab) anak tatdmberapa ketentuan
hukum yang berbeda-beda. Di beberapa KUA salingdater dalam memandang
wali nikah bagi mempelai perempuan yang lahir gemikawinan hamil yang
terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan shtalead nikah orang tuanya. Di
KUA Kotagede Yogyakarta mempelai perempuan tersdiwalikan oleh bapak
biologis, karena mereka berdasarkan Undang-undandLN'ahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan 53. Skdandj KUA Kecamatan
Sewon Kabupaten Bantul, mempelai perempuan tersgibikahkan oleh Wali
Hakim. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Agakw@nor: 2 Tahun 1987
tentang wali hakim, dan Surat Edaran Departemen magaNomor:
D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian fdrMmuNTCR yang
menjadikan waktu tenggang enam bulan sebagai daesaentuan hubungan
nasab.

Jumhur ulama’ sepakat, bahwa batasan minimal eedagai dasar untuk
menghubungkan nasab anak kepada bapaknya, karsaaKsmungkinan anak
tersebut lahir sebagai akibat dari perkawinan. Sgkin jika kelahirannya kurang
dari enam bulan, maka ia tidak dapat bernasab kepag@aknya, kecuali jika
bapaknya mengakui dan tidak menerangkan bahwa tensgbut hasil dari zina.
Ukuran ini diambil dari firman Allah Swt. dalam siir al-Ahqaf (46): 15
diterangkan bahwa hamil dan disapih, berlangsunmgab®a-sama dalam tiga
puluh bulan dan surabugman (31): 14 diterangkan, bahwa masa disapih
lamanya dua tahun (dua puluh empat bulan). Jadiud®n dikurangi 24 bulan,
hasilnya adalah 6 bulan. Inilah pendapat yang dikamaoleh sahaba®bdullah
Ibnu ‘Abbas.

Berangkat dari fenomena ini, penyusun tertarik kimuembahas lebih
lanjut mengenai latar belakang kebijakan KUA Sewlan KUA Kotagede dalam
penetepan wali hakim sebagai wali nikah calon mdangerempuan tersebut,
dan manakah landasan yang lebih kuat dalam meraatapili nikahnya menurut
perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang penyusun pergunakan berdgktiptif-analisis,
yang dipergunakan untuk menilai secara intensifagap praktek pemberlakuan
ayah ataupun wali hakim sebagai wali nikah bagi pee perempuan
tersebutbdi atas. Dalam penelitian ini, penyusunggenakan pendekatgoridis
dannormatif. Yuridis digunakan untuk mengetahui hukum positihg mengatur
perwalian bagi anak perempuan yang lahir dari perk@n hamil yang terdeteksi
dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akadhileng tuanya, sedangkan
normatif digunakan dalam hal penyesuaian dengasrteds/norma-norma dasar
hukum Islam.

Kesimpulan akhir penelitian ini, penyusun menyatakahwa penetapan
wali hakim sebagai wali nikah bagi anak perempuamgylahir dari perkawinan
hamil yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enarfab setelah akad nikah orang
tuanya dengan menggunakan wali hakim, sehinggatgkakali hakim yang
ditetapkan KUA Kecamatan Sewon, telah sesuai derdakum Islam dan
konsepmagqasid asy-syari’ah demi kemaslahatan umum.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yadigakai dalam penyusunan
skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Basaapartemen Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Inde@nésitanggal 22 Januari
1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

| Aliif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

o bad’ b be
o ta’ t te
) sa’ S es (dengan titik di atas)
T Jim j je
c hi h ha (debnfng ht)itik di
'C kha’ kh ka dan ha
) dal d de
3 zal z zet (dengan titik di atas)
B) rd’ r er
B zai z zet
B sin S es
o syin sy es dan ye

vi



< es (dengan titik di

v ad 4 bawah)

P dad d de (d?agvsg ht)itik di
473 &’ ¢ te (deélag;gg)itik di
L 75’ - zet (dir;%;l;lh‘;itik di

‘ain Koma terbalik di atas

G e o
b
=
aQ

ge
F&’ f ef
X) qaf q qi
4 kaf k ka
J lam 1 ‘el
¢ mim m ‘em
R) nun n ‘en
9 wawu w w
0 Ha’ h ha
s hamzah ) apostrof
S ya’ y ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Vii



ERROR: undefi ned
OFFENDI NG COVWAND: | ow

STACK

- mar k-
/ shaddah



MOTTO

Do

zs . 2 ° £ P
56 Kulaly sl 155 1,50 Gl ¢l
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah

dirimu dan keluargamu dari api neraka”
(At-Tahrim: 6)
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Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Mgha
Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt atas segalffemat dan karunia-Nya
sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya ijashepenuh kesabaran dan
ketabahan. Shalawat serta salam semoga senamiaseahkan kepada baginda
Alam Nabi Muhammad Saw, kepada keluarganya, safsabatbatnya dan kepada
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kiamah. Amin.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhpdd@enetapan Wali
Hakim bagi Anak Perempuan yang Lahir dari Perkawirtdamil (Studi
Komparasi di KUA Sewon dan KUA Kotagedeini disusun dalam rangka
memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studidaingarjana strata satu (S-1)
dalam ilmu hukum Islam pada Jurusan al-Ahwal asyk8giyyah, Fakultas
Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijagagyakarta.

Pelaksanaan kegiatan penelitian hingga penyusukapsisini tentu
tidak akan berhasil dengan baik dan sempurna taapaan dari berbagai pihak,
baik materi, moril ataupun spirituil. Untuk itu persun mengucapkan banyak

terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargag setinggi-tingginya
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BAB |
PENDAHUL UAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan suatu cara yang disyari'afkiah Swt
sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubumsgisual secara sah

antara laki-laki dan perempuan, serta untuk merapartkan keturunannya.
e g5 Win Gt g 8ty i o oSSl () oSG 1581 W) Ll

2ol y 15" Ylon s Lagin

Dalam ikatan perkawinan, harus ditanamkan rasagsatiengasihi
dan menyayangi antara suami dan isteri. Mereka maygd peranan dasar
yang harus dijalankan demi keberlangsungan hidupsg¢hingga keduanya
harus berbagi dan melengkapi antara satu dengam lgarya, karena pada
dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Oleh &atenikatan suami istri
merupakannisagan galizan, perjanjian yang kuat, yang bertujuan membentuk
keluarga yang bahagia, kekal dan abadi.

Salah satu tujuan adanya perkawinan adalah untukpem®leh
keturunan, sehingga keabsahan perkawinan turua siEfam menentukan

keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawitoesendiri®

M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrorifradisi Islam (Surabaya: Khalista, 2006), him.
88.

2An-Nisa' (4): 1.

3Mahmud YunusHukum Perkawinan dalam Islam Menurtdazhab Syati’l, Hanaff,
Maliki, dan Hambali, (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991), him.1.



Dalam hukum Islam, untuk dapat melakukan perkawsegara sah,
harus dilakukan sesuai rukun dan syarat perkawiiampa terpenuhinya
syarat maupun rukun-rukun yang dimaksud, maka penien dinyatakan
batal. Hukum Islam mamasukan adanya wali bagi m&nhgErempuan
sebagai salah satu rukun perkawifi@uatu perkawinan yang dilangsungkan
tanpa wali, atau wali bukanlah orang yang berhakkarperkawinan tersebut
menjadi batal (tidak sah). Dalam riwayat dahi Burdah ibn Abu Musa dari

Rasulullah Saw, beliau bersabda:
S WS Y

Dalamhadis yang lain disebutkan bahwa wanita yang menikapaan

seizin walinya maka nikahnya batal, Rasulullah dleds:
6 bl LS Ll g 031 i oSS 61 ol L]
Seorang mempelai wanita biasanya melakukan akaahnilengan
berwalikan ayahnya atau wali nasab, akan tetapnil&kadaan tertentu ketika
ia tidak mempunyai wali nikah, maka dia boleh mahik dengan

menggunakan wali hakim.

Adapun dasar penggunaan wali hakim ini adatafis dari ‘Aisyah:

4zahri Hamid Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UndangangdPerkawinan

di Indonesiaf(ttp.: Bina Cipta, 1978), him. 24.

SHasan Ayyub Fikih Keluargg ali bahasa M. Abdul Ghoffar, E.M., cet. IV, (Jeka

Pustaka Pelajar, 2004)im. 49.

®Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan ibn Majah, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), I:

590, hadis No. 1879.Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu’az, Ibnu Juraij,
Sulaiman bin Musa, ‘Urwah, dan ‘Aisyah.
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Salah satu pemberlakuan wali hakim sebagai waliamilbagi
mempelai perempuan, karena mempelai perempuan btgrseerdeteksi
dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawiong tuanya. Hal ini
diberlakukan, sebab adanya pemahaman terhadap hiskarm bahwa nasab
anak zina akan terputus dengan bapak biologis ya@lafp menzinai ibunya.
Karena itu, jika kelahiran anak tersebut terjadiekig dari enam bulan setelah
pernikahan orang tuanya, maka pengakuannya terttdegksegi hukum dan
anak tersebut tidak dapat dinamakan sebagai anakilukg dari hasil
pernikahan orang tuanya.

Dalam dataran praktek di KUA, pendeteksian untukngeéahui
mempelai perempuan tersebut hasil anak zina, ditdélulari akta kelahiran
mempelai perempuan dan akta perkawinan kedua aanketika terdeteksi
jarak kelahiran mempelai perempuan dan hari perawikedua orangtua
kurang dari enam bulan maka memungkinkan mempel&ngpuan tersebut
adalah anak hasil zina. Setelah terdeteksi, bakgatudian penghulu KUA

merekomendasikan agar mempelai wanita dinikahkaimwhli hakim.

Berdasarkan hasil penelitian atas dokumen aktahniR@07 di

beberapa KUA, penyusun menemukan perbedaan dalamentug&an wali

"Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunman... I: 590. Hadis No. 1879. Hadis
diriwayatkan dariAbu Bakr bin Abi Syaibah, Mu’az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, ‘Urwah,
dan ‘Aisyah.

M. Quraish ShihalRPerempuancet. 11l (Jakarta: Lentera Hati, 2006), him. 230.



nikah perempuan yang lahir dari perkawinan hanmmigyterdeteksi dilahirkan
kurang dari enam bulan setelah masa perkawinangai@enya. Di KUA
Kotagede wali nikah mempelai perempuan tersebuabhdmpak biologisnya,

sedangkan di KUA Sewon Bantul, wali nikahnya adaiafi hakim.

KUA Kotagede memberlakukan bapak biologis menjadli wikah
bagi mempelai perempuan yang lahir dari perkawimamil yang terdeteksi
dilahirkan kurang dari enam bulan setelah masaapérian orang tuanya,
berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 teRarigawinan pasal 42
dan KHI pasal 53 dan 99.

Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa:

Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkdengan pria

yang menghamilinya.

Sedangkan pasal 99 point a). menyatakan bahwa:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalanu atkibat
perkawinan yang sah.

Dengan demikian hubungan nasab antara anak danyayhhnya ada
apabila yang menikahi wanita hamil itu laki-lakingamenghamilinyd.Oleh
karena itu, KUA Kecamatan Kotagede dalam menikahkaempelai
perempuan tersebut, tetap menggunakan bapak lsadegagai wali nikah.

Sementara di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bariayi
mempelai perempuan yang terdeteksi dilahirkan lqrdari enam bulan,

dinikahkan oleh wali hakim. Hal ini didasarkan paggentuan pemberlakuan

%A. Zuhdi Muhdhar,Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, dan Peikaw
(Bandung: al-Bayan, 1994), him. 48.



wali hakim, dalam Surat Edaran Nomor: D/ED/PW.011092 tentang
petunjuk pengisian formulir NTCR, Departemen AgaDieektorat Jendral
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan H&jijsana dijelaskan bahwa:
Bila calon mempelai wanita itu adalah anak pertdarawalinya wali
ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggdlir lanak
pertamanya itu. Bila terdapat ketidakwajaran, geparu lima bulan
nikah anak pertama sudah lahir, maka anak tersehatik kategori
anak ibunya, dengan demikian perlu diambil jalahkim (wali
hakim).
Menurut Humaedillah, perbedaan ini didasarkan, iamasal 53 dan
99 Kompilasi Hukum Islam, memahami tenggang wakiane bulan tidak

untuk menjadikannya sebagai dasar dalam menentuésab, tetapi hanya

merupakan dasar dalam hal penentuan batas miniass kehamilafr.

Pada dasarnya, upaya menghubungkan anak zina rengki sah
dengan tujuan perlindungan terhadap hak anak metegkesan mulia. Akan
tetapi usaha tersebut juga menimbulkan permasaladranyang cukup rumit,

karena berhubungan dengan masalah hukum. Disebd#tam kaidah figh:
12&\.«&.&\ g_,.l>- le.@ (J\.E.A Jw Ll IS

Dalam kaidah tersebut diterangkan bahwa menolaksk&an lebih

diutamakan dari pada mencari kemaslahatan. Keplayaiuntuk perkawinan

% DEPAG, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPil)akarta: Badan Kesejahteraan
Masjid Pusat, 1992/1993), him. 497.

Memed HumaidillahSetatus Hukumkad Nikah Wanita Hamil dan Anakny@dakarta:
Gema Insani Press, 2002), him. 48 — 49.

2kandungan gaidah ini menjelaskan bahwa hal-hal ydifeyang dan membahayakan
lebih utama untuk ditangkal daripada berusaha imétabaikan dengan mengerjakan perintah-
perintah agama sementara disisi lain kita membiaitkgjadinya kerusakan. Lihat Tim KAKI
LIMA lirboyo, Formulasi NalarFigh cet. I, (Surabaya: Khalista, 2006), I: 237.



tersebut menimbulkan kemadharatan yang tidak kadatingnya, maka harus
ditinjau kembali sehingga nantinya upaya yang mtaigebut benar-benar
sebagai kemaslahatan yang murni dan tidak menimbulkemadharatan

lainnya.

Berangkat dari fenomena inilah penyusun tertaritukirmembahas
lebih mendalam mengenai dasar hukum pemberlakw@inhakim sebagai
wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari gefrkan hamil yang
terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan shtpkrkawinan orang tuanya
di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Mengapaamtara KUA
terdapat perbedaaan sudut pandang dalam menilainikah yang berhak
menikahkan mempelai perempuan yang terdeteksi idieah kurang dari

enam bulan tersebut?

Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalahligandapangan
(field reaserch dengan mengambil sample di KUA Kecamatan Sewa@ski
demikian, penyusun juga menyinggung tentang fenanteiam menentukan
wali nikah mempelai perempuan yang lahir dari petkan hamil yang
terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan shtpkrkawinan orang tuanya
di KUA Kotagede dengan dilatarbelakangi argumentdsin sumber

rujukannya masing-masing.



B Pokok Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yaladn penyusun

uraikan, maka penyusun merumuskan pokok permasetstmgai berikut:

1. Mengapa kebijakan di KUA Sewon dan KUA Kotagedebbda
terhadap penetepan wali hakim bagi mempelai perampang
lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dil&haim kurang dari

enam bulan setelah perkawinan orang tuanya?

2. Dalam perspektif hukum Islam, manakah landasan iebig kuat
dalam penetapan wali hakim bagi mempelai perempeisebut,
sebagaimana yang dilakukan oleh penghulu KUA SeteonKUA

Kotagede?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skipsadalah

sebagai berikut:

1. Menjelaskan alasan penghulu KUA Sewon dan KUA Ketky
dalam memutuskan wali nikah bagi mempelai perempuary
lahir dari perkawinan hamil yang terdeteksi dilahir kurang dari

enam bulan setelah perkawinan orang tuanya.

2. Memperoleh kejelasan tentang penyebab perbedaarut sud
pandangan di antara KUA Sewon dan KUA Kotagedeardal

memutuskan wali nikah yang berhak menikahkan meanpel



perempuan yang lahir dari perkawinan hamil yangldeksi
dilahirkan kurang dari enam bulan setelah perkawimaang

tuanya, berdasarkan perspektif hukum Islam.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunapsiskni

adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbapganikiran

bagi perkembangan hukum di lingkungan KUA.

2. Untuk memperkaya khasanah intelektual keislamamdinesia,
khususnya dalam masalah hukum yang dijadikan selzegen

sederhana dalam kajian hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Masalah perkawinan cukup memperoleh porsi pembahgsag
memadai, baik di dalam buku-buku figh maupun k&gera ilmiah, karena
wali merupakan salah satu hal yang penting dalamkapenan. Dalam
permasalahan perwalian, tercakup pembahasan terdendéang wali hakim,
akan tetapi pembahasan tersebut kurang mendeharigga perlu diadakan
kajian yang lebih mendalam dan paripurna.

Dalam beberapa karya ilmiah seperti skripsi yarnghtedisusun,
memang ditemukan beberapa pembahasan tentang alatn dpernikahan,
namun tidak ada yang secara spesifik membahasntgmtali hakim bagi

mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari ebalan. Dalam skripsi



yang ditulis oleh saudari Mariya Ulfah yang berjljdiPelaksanaan
Perkawinan karena Waladal, merupakan studi lapangan di Kecamatan
Secang Kabupaten Magelang, menyinggung pembahastang kasus wali
hakim yang berwenang menikahkan seorang peremmranwalinyaadal.®?

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh saudariniNEuswarni
yang berjudul; Wali Hakim dalam Kawin Lari, dalakripsinya menjelaskan
penggunaan wali hakim disebabkan hubungan perkawmareka tidak
direstui kedua orang tu4.

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh saudarafikaMuhamad
yang berjudul; Pelaksanaan Perkawinan Wali HakimKdiA Kecamatan
Jebres Kotamadya Surakarta. Skripsi ini lebih manké&n pada faktor-faktor
penyebab KUA Kecamatan Jebres menggunakan waliaki

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran atas-karya ilmiah di
atas, penyusun belum menemukan karya ilmiah yanglbakas tentang wali
hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kyirdari enam bulan,

sehingga penyusun mencoba untuk membahas permasat@lsesuai dengan

keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki.

BMariya Ulfa, “Pelaksanaan Perkawinan Karena Wailal Di Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang Tahun 1998-1998kripsi Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan
Kalijaga, 2001).

YNani Kuswarni, “Wali Hakim Dalam Kawin Lari”,Skripsi Tidak Diterbitkan
(Yogayakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

Taufig Muhamad, “Pelaksanaan Perkawinan Dengan Nlemakan Wali Hakim Di
KUA Kecamatan Jebres Kotamadya Surakar@Rripsi Tidak Diterbitkan (Yogyakarta: 1AIN
Sunan Kalijaga, 1998).



1C

E. Kerangka Teoritik

Setiap anak dilahirkan memerlukan kejelasan setsggara yuridis
agar dapat menghubungkan nasab anak kepada ayabaiem hal ini
dibutuhkan dua syarat: hubungan darah dan akagwaran yang sah. Bila
hanya terdapat satu syarat saja, maka nasab tidakdihubungkan antara
keduanya. Sedangkan konsekwensi dari ketetaparebtérsialah, jika
kelahirannya kurang dari waktu enam bulan dari &mkan orang tuanya,
maka ia tidak dapat bernasab kepada laki-laki yargikahi ibunya, kecuali
jika laki-laki tersebut mengakui dan tidak menekargbahwa anak tersebut
hasil dari zind?®

Ukuran ini diambil dari firman Allah Swit:

dlaby dla g la S aims gy s S T aales Ula) 4l gy OLLGY) Lo g

Yl 45 053

Firman Allah Swt dalam surat lain:
Bomle 3 allaby ay o lay Gl a4l OLSYI Wloy
Juga firman Allah Swit:

keS8 o g LasY ol s Il S

®Muhammad Zayd al-Abyani, Ahkamu asy-Syari’ah fi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
(Bairut: Maktabah al-Nahdiyah, t.t.), II: 4.

YAl- Ahqaf (46): 15.

8 ugman (31): 14.
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Dalam ayat pertama diterangkan bahwa hamil danpitis&u
berlangsung bersama-sama dalam tiga puluh buldangedalam ayat kedua
diterangkan, bahwa masa disapih lamanya dua taladi. 30 (tiga puluh)
bulan dikurangi 24 ( dua puluh empat bulan), hgailadalah 6 (enam) bulan.
Inilah pendapat yang dikuatkan oleh sahahatiullah Ibnu ‘Abbas.?°

Nasab anak kepada ibunya dapat ditetapkan padg $&@mdaan baik
kehamilan disebabkasyar’i ataugairu syari. Adapun nasab anak kepada
ayahnya tidak dapat ditetapkan kecuali karena périean sahih, fasid, wat’i
syubhat atau adanya ikrar nagalislam menghapus tradisi jahiliyah dalam

menghubungkan nasab karena zina. Sebagaimana Rds&aw, bersabda;
22 ) alally A1)
Makna Ji disini adalah nasab anak dapat dihubungkan kepgala
yang memiliki perkawinan sah. Sedangkagn.s! adalah istri yang sah

(menurut jumhur ulama’) dan suami dianggap telatsdiabuh dengannya.

Adapun zina tidak dapat dijadikan sebab untuk nai@in nasab:Ali

Hasabillah menerangkansls adalah pezina yang tidak dapat menuntut

Al-Bagarah (2): 233.

20 Ala> ad-Din Kharufah, Syarh Qanin al-Ahwal asy-Syahsiyyah, (Bagdad: Matba’ah al-
Ma’arif, 1963), II: 168. Lihat jugésm’ail ibn Kasir, 7afsir ibn Kasir, V: 383.

#Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adilatuh, cet. |l, (DamaskusDar al-Fikr,
1985), X: 7249.

22 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari bi Hasyiyyah as-Sindf, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), IV:
191, hadis nomor 6749.Hadis diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Yusuf, Malik, Ibnu Syihab,
‘Urwah, dan ‘Aisyah. Hadis ini terdapat dalam semua kutub al-Tis’ah.
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hubungan nasab pada anak yang dilahirkan. Sebagaiyseng disyari'atkan,
dia akan menerima rajam, kekecewaan, dan kerdgian.

Sehingga bila anak di luar nikah itu kebetulan allgerempuan dan
ketika ia telah beranjak dewasa dan ingin melargisam perkawinan, maka
ia tidak berhak untuk dinikahkan (diwalikan) oledplaknya sendiri yang telah
mencampuri ibunya secara tidak sah, karena hubungsab dengan bapak
tersebut telah terputds. Oleh karena itu, mempelai perempuan dapat
menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya (tahki

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkaanysd
hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Dide@do masalah asal-
usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukung pa@nvariasi. Ini dapat
dimengerti, karena pluralitas bangsa, utamanya siegi agama dan adat
kebiasaan.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pénkawyang
mengatur tentang asal-usul anak terdapat dalanh 4243, dan 44.

Pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam sghagai akibat

perkawinan yang sah.

Pasal 43:

1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya menygain

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutikga diatur
dalam peraturan pemerintah.

23 Ali Hasabillah, Furgatu Baina az-Zaujain, (ttp.: Dar Fikr, 1968), hlm. 227.

24p . Zuhdi MuhdharMemahami Hukum him. 48.
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Pasal 44:

1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yaalgirkiédn
oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan barstranya telah
berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut

2) Pengadilan memberikan keputusan sah/tidaknya anals a
permintaan pihak yang bersangkutan.

Memperhatikan Pasal 42 tersebut, di dalamnya mekavetoleransi
hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan g meskipun jarak
antara pernikahan dan kelahiran anak kurang daasba&aktu minimal usia
kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung tadr fgdda saat ibunya
dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak terselalah anak yang sah.
Undang-undang tidak mengatur batas minimal masaudgan, baik dalam
pasal-pasalnya maupun dalam penjelasaﬁ%ya.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang PerkawiresalP42
dinilai bermakna ganda (ambigu). Keambiguan pasaterletak pada kata
“dalam” dan “sebagai akibat,” kedua kata itu memyairarti yang saling
bertentangan. Kata “dalam,” dalam pasal itu dapediti dua: bisa lahir dalam
perkawinan dan memang hasil dari perkawinan yahg 3a yang pertama

bisa ditarik dari pengertian pasal itu, maka anakgy diluar perkawinan

adalah juga anak yang s&h.

2Ahmad RafigHukum Islam di Indonesiaet. IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), him. 222.

28 uthfi as-SyaukaniePolitik, HAM, dan Isu-isu Tekhnologi dalam Fikih itemporer,
(Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), him. 98.
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Ahmad Azhar Basyir menguatkan, jika dalam ketenpesal tersebut
diartikan secara mutlak, kapan pun lahirnya anakl dsrada dalam
perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan ap#MaHaki yang
kemudian menjadi suami ibu dari anak tersebut adpényebab kehamilan
atau bukan. Sehingga beliau menyimpulkan bahwanketa undang-undang
itu tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

Jadi anak sah menurut hukum positif termasuk diardalya
Kompilasi Hukum Islam, adalah anak yang lahir ddaiu akibat perkawinan
yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yangatbe dalam ikatan
perkawinan yang sah, ia disebut sebagai anak yalg $ampaknya
Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakan hubungaasab ini secara
tegas, kecuali apabila suami mengajukan li'an.,Jadcara implisit dapat
dipahami bahwa, anak yang dilahirkan kurang enatanbdari atau dalam
ikatan perkawinan yang sah, maka status anaknyahadah. Ini membawa
implikasi bahwa anak yang hakekatnya anak zinaaraeformal dianggap
sebagai anak sah.

KHI memahami tenggang waktu enam bulan tidak di@disebagai
dasar dalam penentuan nasab, tetapi hanya merupddsar dalam hal
penentuan batas minimal masa kehamilan.

Anggapan seperti ini merupakan kompromistis dengiém hukum
adat yang menetapkan asas: “Setiap tanaman yanguktundi ladang
seseorang dialah pemilik tanaman meskipun bukagadig menanam”. Lebih

jauh lagi kebolehan kawin hamil bermaksud untuk imemkan perlindungan
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hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, sehippagpl 99 yang
mengatur tentang anak sah khusus dalam point @nDlal ini anak yang
ada dalam kandungan tetap berstatus sebagai amaldasa mempunyai
hubungan hukum dengan suami ibunya. Dengan demik@an hubungan
saling mewarisi, memberi nafkah antara keduanya, k& anak tersebut
adalah perempuan, maka bapak biologis berhak nmemgdichikah.

Dalam bermasyarakat, banyak dijumpai praktek peirk@awdengan
menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang diturgléh Menteri Agama
atau pejabat yang ditunjuk Menteri bertindak sebagdi nikah bagi calon
mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali naaaia sekaktau wali
melakukaradal (menolak menjadi wali nikaf.

Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Iredando. 2
Tahun 1987 tentang wali hakim, maupun dalam ketentSurat Edaran
Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisiarmulir NTCR,
Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Mesdyat Islam dan
Urusan Haji, telah ditentukan solusi perkawinanilragmpelai perempuan
yang berada dalam kesulitan memperoleh wali nikakna, tidak mempunyai
wali nasab sama sekalali dalam tahanan, wali tidak diketahui tempatnya,
walinya sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laedang wali yang

sederajat dengan dia tidak ada, wali berada diteggay jaraknya mencapai

2’sahal MahfudSolusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusarktdmar, Munas,
dan Konbes Nahdhatul Ulama’ 1926-1999#tp.: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa
Timur, Oktober, 2004), him 565. Lihat juga DEPABedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan
Pembantu Pegawai Pencatat Nik@lakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Fa&at
Dan Wakaf, 1997/1998), him. 36.
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masafatul gasri, wali berada dalam tahanan atajan@eyang tidak boleh
ditemui, walinya mogok, tidak bersedia menikahkadal), wali sedang
melakukan ibadah haji atau umrah, walinya gila d&mik dan dilahirkan
kurang dari enam bulan.

Ketentuan penggunaan wali hakim ini berdasarkadis sebagai

berikut:

B PS Q}YJ‘L}) Ol

Hadis tersebut juga didukung oleh kaidah figih:

B ) A2 2aad)

Ketentuan seperti ini sesuai dengan asas pentasyrsyari'at
(penentuan hukum) yaiteafyu al-haraj atau menghilangkan kesulitan. Karena
wanita yang hendak melaksanakan pernikahan teid@k tada wali yang
berhak menikahkannya, maka untuk mengatasi kesuliiadigunakan wali
hakim. Demikian juga sesuai dengan asas pentasiyanat yakniasas taisir
(mempermudah) damahfif (memperingan). Sehingga aturan seperti ini telah

memenuhi konsepagasid as-syari’ah demi kemaslahatan umuih.

“Ibnu Majah, Sunan ... |I: 590. Hadis No. 1879.Hadis diriwayatkan dariAbu Bakr bin
Abi Syaibah, Mu’az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, ‘Urwah, dan ‘Aisyah.

Tim KAKI LIMA, Formulasi... I: 173.

%yad al-Haq, al-Figh al-Islamy Murunatihi wa tatawurihi , (ttp.: Majma® al-Buhus al-
Islamiyah, 1998), him. 115. Lihat juga, Zarkasyi Abdul Salam dan @miathurrahman
Pengantar llmu Figh Usul Figtcet. ke 1l, (Yogyakarta: LESFI, 1994), him 13.
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. Metode Pendlitian

. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun pergunakan adalah pemellapangan
(field reaserch di KUA Sewon dan KUA Kotagede.

Penelitian skripsi ini bersifatdeskriptif-analisis yakni suatu
penelitian yang meliputi proses pengumpulan, pamyas dan penjelasan
data-data untuk dianalisis dan diinterpretasikamgea menilai secara intensif
terhadap praktik pemberlakuan ayah ataupun walinhaebagai wali nikah
bagi mempelai perempuan yang lahir dari perkawimamil yang terdeteksi
dilahirkan kurang dari enam bulan.

. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam kagng
permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatmygaeberikut:

a. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalahgaah
berendasarkan perundang-undangan yang berlaku diinésia
yang mengatur masalah perkawinan pada khususnya.

b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didarsak&pada al-

Qur’an, sunnah Nabi, ijtihad ulama’, dan kaidahdii ushuliyah.

3. Pengumpulan Data

Pada fase ini, penyusun mencari dan mengumpulkianpdener dari
KUA Sewon dan KUA Kotagede, serta mengkaji baharstgka yang
berkaitan erat dengannya. Adapun metode pengumpalanyang digunakan

oleh penyusun adalah sebagai berikut:
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a. Wawancara, yang dilaksanakan secara bebas terpimpakni
penyusun melakukan kegiatan tanya jawab secaras bddragan
penghulu KUA Sewon dan KUA Kotagede, akan tetapsima
berpijak pada pokok masalah yang telah penyusurgkaan
sebelumnya, sehingga masih memungkinkan untuk
mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situaskatatisi
pada saat pelaksanaan wawancara.

b. Dokumentasf? yakni penyusun berusaha melakukan penelusuran
terhadap Surat Pemeriksaan Pernikahan (model NBhografi
dan dokumen di KUA Sewon dan KUA Kotagede yang aialk
dengan pokok permasalahan penelitian.

Adapun sumber data selanjutnya adalah sumber dhitmder, yaitu

data yang diperoleh dari buku atau karya ilmiahgyada relevansinya dengan

pembahasan skripsi ini.

4. Analisis Data
Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan [ermistitaif
dengan mengacu pada metode-metode sebagai berikut:
a. Metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang diaa dari hal-hal

yang bersifat umum, kemudian berusaha menarik kedan yang

31 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prak{ikakarta: PT.
Bina Aksara, 1983), him. 110.

%?Dokumentasi artinya barang-barang tertulis. Di oiataelakukan metode dokumentasi,
peneliti mentelidiki benda-benda tertulis, sepleutku-buku, majalah, dokumen, peraturan dan lain
sebagainya. Lebih jelasnya lihat; Suharsini ArikRrosedur Penelitianhim. 149.
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bersifat khusus. Dalam penilitian ini penyusun bgkat dari data
umum yang berkaitan dengan metode istidlal dalanekokan
penalaran atas hukum Islam, untuk menganalisa Bhtesus
tentang fenomena yang sedang diamati, yakni prasésietapan
wali hakim bagi anak perempuan yang lahir dari @atkan hamil
di KUA Sewon dan KUA Kotagede pada tahun 2007.

b. Metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang diai dari hal-hal
yang bersifat khusus, kemudian berusaha menarikngetan yang
bersifat umum.

c. Metode komparasi, dipakai untuk menganalisis dategyberbeda
dengan membandingkan untuk mengtahui mana yang laat
atau kemungkinan untuk mengkompromikan. Metode ini
digunakan untuk membandingkan atas penetapan wkah ndi

KUA Sewon dan KUA Kotagede.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini daaysupebih
sistematis maka dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan. Dalam pembahasan ini
penyusun memaparkan latar belakang masalah, polsalah, tujuan, dan
kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, mgtedelitian dan sistematika
pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepbdstansi penelitian

ini.
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Bab kedua mendeskripsikan tentang gambaran umum KUA
Kecamatan Sewon dan KUA Kotagede. Dalam bab inmadian tentang letak
geografis, sejarah singkat dan struktur organasitata kerja.

Bab ketiga menguraikan pandangan ulama’ tentang ayah dan wali
hakim sebagai wali nikah dalam hukum Islam.

Bab keempat berisi tentang prespektif hukum lIslam terhadap
penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang deirperkawinan hamil
di KUA Sewon dan KUA Kotagede, serta analisis meageelevansinya di
Indonesia.

Selanjutnya balkelima yang merupakan penutup pada pembahasan
skripsi ini. Pada bab ini, penyusun memaparkan raglde kesimpulan

pembahasan dan saran-saran.



83

Disamping itu juga dengan memberlakukan pasal hetspiga
akan memunculkan permasalahan baru yang cukup magm hukum
Islam, misalnya dalam masalah keperdataan, pemyatian hubungan
mahram.

B. Saran-saran

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Islammameang
perkawinan adalah sesuatu yang sakral, maka sat@yaknya bila Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kidlam mengatur
perkawinan, tidak bertentangan dengan hukum Isl@ieh karena itu,
penyusun akan memberikan beberapa saran yang kaliadgpat dijadikan
pertimbangan oleh peneliti hukum Islam, guna mepdi@mbali Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Béhlingga ke depan
diharapkan tercipta satu konsepsi Undang-undarkpp@man yang memang
benar-benar menampilkan keseragaman dan kemaslabata masyarakat

Indonesia, antara lain:

1. Keturunan merupakan salah satu unsur tiang pengakejgjdupan manusia
(maslahah daruriyyah), maka semestinya Undang-undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan Pasal 43 dan KHI Pa#samemberikan
ketegasan terhadap status nasab anak yang sesgandeemaslahatan dan
tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Urusan Agama Islam (Urais) pusat seyogyanya meatkgk sosialisasi
yang lebih sistematis, rapi, dan merata di tingkdf®&A mengenai surat

edaran Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjikgisian formulir
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NTCR, Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbinddasyarakat
Islam dan Urusan Haji.

. Agar Penghulu KUA lebih meningkatkan pemeriksaahadap wali nikah
mempelai perempuan. Bila calon mempelai wanitadalah anak pertama
dan walinya wali ayah, perlu ditanyakan dahulu ¢@hgiikah dan tanggal
lahir anak tersebut. Bila terdapat ketidakwajasaperti baru lima bulan
nikah anak pertama sudah lahir, maka penghulu KdAis memberikan
penjelasan dengan sebaik mungkin bahwa wali niketk aersebut pada
waktu akad nikah, menggunakan wali hakim.

. Jika memang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terRanawinan dan
dikatakan aturan hukum yang banyak sesuai denglmmhdslam, maka
seharusnya para ahli hukum memperhatikan normaaadan kaidah
hukum Islam yang sudah tumbuh subur dalam masyarskinesia.
Dengan demikian, dalam kasus perzinaan, akan tarcipdang-undang
yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakansapeelaku perzinaan,
dengan memberlakukan sanksi hukum terhadap parakpekina,
setidaknya supaya tingginya angka prilaku sekssdbpat terminimalisir.

. Menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia serihgddpkan pada
masalah-masalah sosial seperti pergaulan lakidaki perempuan yang
membawa dampak negatif, maka perlu diupayakan pemga hukum
Islam bagi para remaja, sehingga mereka mengegditoat-akibat negatif

dari hubungan seks di luar nikah.
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TERJEMAHAN

No

HIim

No.
FootNote

Terjemahan

BAB I

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu
yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu
(Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya
(Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan

yang banyak.

Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali.

Perempuan mana sgja jika menikah dengan tidak
seizin walinya, maka nikahnya batal.

Hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak

mempunyai wali.

12

Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik
datangnya kebaikan.

10

17

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat
baik kepada kedua orang tuanya. lbunya telah
mengandungnya dengan susah paya (pula). Masa
mengandung sampa menyapihnya selama tiga
puluh bulan.

10

18

Dan kami perintahkan kepada manusia (agar
berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. lbunya
telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia
duatahun.




8 10 19 Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya
selama dua tahun penuh.

9 11 22 Anak itu dinasabkan kepada orang yang seranjang
tidur (suami), dan yang berzinawajib dirgjam.

10 16 28 Sama dengan footnote nomor 7 halaman 3.

11 16 29 Kesulitan akan mendorong kemudahan.

BAB 111

1 49 3 Sama dengan footnote nomor 22 halaman 11.

2 50 7 Sama dengan footnote nomor 7 halaman 3.

3 50 8 Sama dengan footnote nomor 29 halaman 16.

4 51 9 Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat
baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus.

5 55 21 Sama dengan footnote nomor 17 halaman 10.

6 55 22 Sama dengan footnote nomor 18 halaman 11.

7 56 26 Sama dengan footnote nomor 22 halaman 11.

BAB IV

1 62 4 Barangsiapa mengaku ayah bakan ayahnya sendiri,
sedang dia tahu bahwa dia itu bukan ayahnya, maka
surga tidak mau menerimanya.

2 78 23 Dan katakanlah kepada para perempuan yang

beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan
memelihara  kemaluannya, dan  janganlah
menampakan perhiasannya (auratnya), kecuali yang
(biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan
kain kerudung ke dadanya, dan jangnlah
menampakan perhiasaannya (auratnya) kecuali
kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah

suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-




putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki
mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka,

atau putra-putra saudara perempuan mereka.

79

24

Sama dengan footnote nomor 12 halaman 5.
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Daftar Panduan Wawancar a kepada Penghulu KUA Sewon

1. Bagaimana proses penetapan wali bagi anak perenyaungrahir dari perkawinan hamil
yang setelah ditelusuri berdasarkan akte perekavkadua orang tuanya di KUA bapak
bertugas? Apa pertimbangan hukumnya!

2. Mayoritas penghulu KUA di Jawa Tengah dan Jawa Timenetapkan wali nikah bagi
anak perempuan tersebut dengan wali hakim. Halb&rdasarkan kesepakatan para
ulama’, bawah batas minimal enam bulan sebagair dagak menghubungkan nasab
bapak kepada anaknya. Hal ini diperkuat penafskbdullah ibnu Mas’ud atas surat al-
Ahgaf (46): 15 darlLugman (31): 14. Bagaiman pandangan bapak tentang tal ini

3. Dalam KHI pasal 99 poin a), terdapat kata “dalaauakibat’” yang mana arti dari kata
tersebut menjadi rancu dan mengandung keambiguaknanaBagaimana bapak
menjelaskan arti dari kata-kata tersebut?

4. Berdasarkan informasi yang ada, bahwa pemberlakitdin Pasal 53 dan 99 dalam
masalah ini lebih didasarkan kemaslahatan. Mundiigpak bisa menjelaskan secara
singkat tentang arah dan tujuan kemaslahatan tefseb

5. Apabila dilihat dari segi moral, KHI pernyataan &aS3 dan 99 anggapan itu akan
mudah disalah gunakan untuk melindungi kemerosmtaral. Dengan dimungkinkannya
pengakuan anak yang jelas terjadi sebagai akilatrfgan zina, orang tidak akan merasa
keberatan untuk melakukan hubungan sebelum perkawsebab akhirnya anak yang
lahir dapat dinyatakan sebagai anak sah kedua tomg. Bagaiman tanggapan bapak
tentang hal ini?

6. Dalam menganalisis data dari pihak-pihak terkgiakah bapak pernah menemukan
kasus manipulasi data? Jika benar, apa pertimbagpgasehingga pihak-pihak terkait
berani melakukan hal ini?

7. Bagaimana tanggapan masyarakat setempat ataskieebyjang KUA terapkan?

8. Berkaitan dengan pembahasaan kali ini, bagai maa@akb menyikapi hdis yang

diriwayatkan Imam Bukhori di bawah ini:

oloa agle Aaalld alay sa ganl ye ) el (e



Hasil Wawancar a dengan Bapak Ali Naseh, S.Aq.,
selaku Penghulu KUA Sewon

. Wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang ldhani perkawinan hamil yang mana
setelah ditelusuri berdasarkan akte perekawinangkedang tuanya dan akte kelahira anak
tersebut, ternyata kurang dari enam bulan setelamikahan orang tuanya adalah
walihakim, pertimbangan hukumnya berdasarkan Pdathemn wali hakim bagi mempelai
perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulatgasdrkan pada Peraturan Menteri
Agama Nomor: 2 Tahun 1987 tentang wali hakim daratSHdaran Departemen Agama
Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisamulir NTCR, yang menjadikan
waktu tenggang enam bulan sebagai dasar penentbandean nasab.

. Menurut penghulu KUA Kecamatan Sewon status analy yhlahirkan kurang dari enam
bulan, sejak dilaksanakan akad nikah kedua oraamgytusama dengan status anak zina. Hal
ini berdasarkan keterangan dari penafsiran sahaAbadtillah Ibnu ‘Abbas atas firman Allah
Swt. Suratal-Ahgaf (46): 15 danLugman (31): 14 sehingga lebih menguatkan dalam
pemberlakuan wali hakim atas kasus ini sebagairRenaturan Menteri Agama No. 2 tahun
1987.

. Menurut penghulu Sewon, Undang-undang PerkawinariN@hun 1974 Pasal 42 dan KHI
Pasal 99 dipandang tidak logis dalam menentukatusstanak yang sah, dan ketentuan
semacam ini dinilai bertentangan dengan hukum Lskdah ini sangat memungkinkan akan
terjadinya kekaburan nasab, karena anak yang dkiahbisa saja dihasilakan sebelum dan
sesudah akad yang sah.

. Ketika upaya untuk perkawinan tersebut menimbulkeamadharatan yang tidak kalah
pentingnya, maka harus ditinjau kembali sehinggatinga upaya yang mulia tersebut
benar-benar sebagai kemaslahatan yang murni dak tidenimbulkan kemadharatan

lainnya. Hal ini berdasarkan kaidah figh:

Fladl Qs Je adte auldall ¢

. Pemberlakuan wali hakim dalam hal ini berdasarktas gengetahuan dan keyakinan

mereka, sehingga keputusan ini dinilai lebih nyandan sesuai dengan syari’at Islam.



Adapun solusi bagi warga yang bersikeras tetap merakan wali nasab, maka KUA

Sewon menawarkan dua alternatif:

1). Dimohon langsung kepada walinya untuk menikahkandiri dan apabila sudah
dianggap sah oleh beberapa saksi yang ada, bgralhulu mencatatkan perkawinan
tersebut.

2). Dipersilahkan kepada pihak yang terkait unt@tamgsungkan perkawinan di KUA lain.
. Selama ini ada beberapa kasus manipulasi data gidakukan oleh pihak mempelai
perempuan, pertimbangannya karena merasa malu diketahui ternyata mempelai
perempuan adalah anak hasil zina, dan juga mendatbamur karena alasan agar anak
tersebut dapat diterima di sekolah tertentu. Haldapat diketahui dengan cara melihat
bukti-bukti data otentik, pertanyaan yang halusgaentanpa disadari oleh pihak-pihak
terkait dan dikuatkan dengan sumpah. Agar pihakidtggh mempelai perempuan tidak
merasa malu, maka penghulu KUA Sewon biasanya alamninta kepada keluarga supaya
akad nikah dilaksanakan di KUA atau di rumah denganempati ruangan khusus.

. Masyarakat Sewon memandang perkawinan adalah segaayj sakral dan suci. Oleh

karena itu, agar perkawinan tetap terjaga kesuganharus dilaksanakan sesuai dengan

syarat dan rukun yang telah digariskan oleh ag&edangkan dalam hukum Islam, anak
yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak pemkamworang tuanya maka anak tersebut
tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologis. Sédandalam hukum Islam, anak yang

dilahirkan kurang dari enam bulan sejak perkawiong tuanya maka anak tersebut tidak
bisa dinasabkan kepada bapak biologis dan dalanmkpbannya anak tersebut dinikahkan

oleh wali hakim.

. Setidaknya hadis yang diriwayatkan Imam Bukhori rnerikan penegasan bahwa Islam

tidak membenarkan seorang anak menyandarkan nas&bpgda orang lain, dan dipanggil

bukan dengan panggilan ayahnya sendiri. Nabi Sa@nilaa perbuatan tersebut sebagai

kemungkaran.

Vi



Daftar Panduan Wawancar a kepada Penghulu KUA Sewon

. Bagaimana proses penetapan wali bagi anak perenyangniahir dari perkawinan hamil
yang setelah ditelusuri berdasarkan akte perekavkiadua orang tuanya di KUA bapak
bertugas? Apa pertimbangan hukumnya!

. Mayoritas penghulu KUA di Jawa Tengah dan Jawa Timnenetapkan wali nikah bagi
anak perempuan tersebut dengan wali hakim. Halbérdasarkan kesepakatan para
ulama’, bawah batas minimal enam bulan sebagair dagak menghubungkan nasab
bapak kepada anaknya. Hal ini diperkuat penafskhdullah ibnu Mas’ud atas surat al-
Ahgaf (46): 15 darlLugman (31): 14. Bagaiman pandangan bapak tentang ral ini

. Dalam KHI pasal 99 poin a), terdapat kata “dalaauakibat” yang mana arti dari kata
tersebut menjadi rancu dan mengandung keambiguaknanaBagaimana bapak
menjelaskan arti dari kata-kata tersebut?

. Berdasarkan informasi yang ada, bahwa pemberlakitdin Pasal 53 dan 99 dalam
masalah ini lebih didasarkan kemaslahatan. Mundiigépak bisa menjelaskan secara
singkat tentang arah dan tujuan kemaslahatan tefseb

. Apabila dilihat dari segi moral, KHI pernyataan &aS3 dan 99 anggapan itu akan
mudah disalah gunakan untuk melindungi kemerosmtaral. Dengan dimungkinkannya
pengakuan anak yang jelas terjadi sebagai akilatrfgan zina, orang tidak akan merasa
keberatan untuk melakukan hubungan sebelum perkawsebab akhirnya anak yang
lahir dapat dinyatakan sebagai anak sah keduatoemg. Bagaimana tanggapan bapak
tentang hal ini?

. Dalam menganalisis data dari pihak-pihak terkgiiakah bapak pernah menemukan
kasus manipulasi data? Jika benar, apa pertimbapgasehingga pihak-pihak terkait
berani melakukan hal ini?

. Bagaimana tanggapan masyarakat setempat ataskegbyjang KUA terapkan?

. Berkaitan dengan pembahasaan kali ini, bagai maaako menyikapi hdis yang

diriwayatkan Imam Bukhori di bawah ini:

oloa agle Aialld alay g8 g4l ye ) el (e
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Hasil Wawancar a dengan Bapak H.M. L ukman Hakim, S. Aq., MA.
Kepala KUA kotagede

. Wali nikah pada kasus ini adalah bapak biologid.ikria berdasarkan pada Undang-undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan KHI Pe@alan 53 yang tidak mendasarkan

waktu enam bulan sebagai batasan dalam menentukamdan nasab.

. Menanggapi penafsirambdullah Ibnu ‘Abbas atas surail-Ahqgaf (46): 15 dari_ugman (31):

14. Dalam surail-Ahqaf (46):15 serta pendapat para jumhur Ulama’, bahatasan minimal

enam bulan sebagai dasar untuk menghubungkan rasdbkepada bapaknya. Penghulu

KUA Kotagede menyatakan bahwa hal ini merupaiaerpretasi semata bukan nash yang

gat’i sehingga hal ini kuat kaitanya dengan tuntutan gerfkembangan zaman pada waktu

itu.

. Penghulu kotagede dalam menjelaskan keambiguansanmang tertera pada Pasal 99 point

a). yaitu “dalam atau akibat”, bahwa hal ini mekgakalimat yang menguatkan amni&idu

al-ma’na), sehingga kata-kata di atas tidak mempengaulistansi makna yang dikehendaki.

Kata “dalam” pada pasal di atas mengandung arivedtehamilan anak tersebut bisa terjadi

sebelum dan sesudah pernikahan yang sah. Sedakgkafakibat” artinya adalah akibat dari

pernikahan yang sah.

. Kemaslahatan dari beberapa penekankan KHI atak Asgam, antara lain:

1). Setiap masalah harus ada solusi hukumnya.

2). Secargsikologi, untuk melindungi pihak perempuan.

3). Menumbuhkan rasa tanggung jawab antara pilkikaki dan perempuan.

4). Menghindari lahirnya anak di luar nikah yangngaknya sangat membahayakan di hari
kemudian

. Berdasarkan keuumuman Undang-undang Perkawinai Nahun 1974 Pasal 42 dan KHI

Pasal 99. Dan juga Pasal 53 KHI telah menegasakaoliéhan perkawinan hamil.

. Pernah ada pemalsuan data, akan tetapi semuasth dsdam dataran kewajaran.

Masyarakat Kotagede memandang perkawinan adaklatseyang sakral dan suci, yang

dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 K&h yang dinilai lebih

representatif dalam menjawab permasalahan yangindng saat ini.

. Terlepas dari niatan mengingkari hadis yang dimék&enghulu Penghulu KUA Kotagede

memandang bahwa KHI sendiri merupakan konsesus nteg/®@Jlama’ dari Sabang sampai
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Merauke untuk memberikan jawaban pada setiap nfasgéng ada sesuai dengan
perkembangan zaman. Sehingga sebagai konsekuenssstaap KUA diharuskan
menerapakannya karena inilah wajah figh Indoneséngy sudah mencakup semua

permasalahan yang berkembang saat ini.



Daftar Panduan Wawancar a tentang Profil Umum
KUA Sewon dan KUA Kotagede

1). Letak geografis?

2) Tugas dan fungsi KUA?

3) Jumlah KUA yang ada di kabupaten terkait?

4) Batasan KUA yang terkait; sebelah barat, selat@mawdan timur?
5) Jumlah desa, dusun, dan RT, serta jumlah masyaiakeakitar KUA yang terkait?
6) Jumlah pemeluk agama yang ada di masyarakat terkait

7) Visi dan misi, serta tujuan dari misi tersebut?

8) Kebijakan, program dan kegiatannya?

9) Sejarah singkat KUA terkait?

10)Susunan kepala kantor KUA terkait dari tahun keitéh
11)Struktur organisasi dan tata kerjanya?

12)Tugas-tugas dari personalia KUA terkait?

13)Data perkawianan dengan wali hakim dalam pembalssansi ini?
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